Disclaimer

PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.G/2019/PA.Utj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksadan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Ramlan bin Erwan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di
JI. Panduko Ponji, RT.001, RW.001,
Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba
Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai
Pemohon;
melawan

Dina Fadila binti Miadi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTS,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di
]I Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan
Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang,
Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18
November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor
584/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon
melangsungkamernikahanyang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanRimba Melintang,Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : 083/019/111/2017yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau pada tanggal 15 Maret 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatusDuda Cerai Hidup
sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah sendiri di JI. Panduko Poniji,
RT.001, RW.001, Kepenghuluanjumrah, KecamatanRimba Melintang,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun,
sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan tinggaldi rumah orang tua Termohon di JI. Lintas Bagansiapiapi,
Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah
kediaman bersama di JI. Panduko Ponji, RT.001, RW.001, Kepenghuluan
Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia
anak;

6. Bahwa keaadan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon
dengan Termohon sering muncul perselisihandan pertengkaranyang
mengakibatkarhubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon antara lain adalah :
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a. Termohon suka memarahi anak Pemohon dan Pemohon tidak terima
Termohon memarahi anak Pemohon;
b. Termohon suka menuduh Pemohon perhitungandengan Termohon

masalah keuangan;

. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada

bulan Maret 2018, Termohon membiarkan anak Pemohon menangis didepan
rumah tetangga, pada saat itu Pemohon pulang kerja dan menegur
Termohon mengapa membiarkan anak Pemohon menangis, setelah kejadian
tersebutTermohon pergi meninggalkanrumah kediamanbersama dan

tinggal di rumah orang tua Termohon di JI. Lintas Bagansiapiapi,
Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah
kediaman bersama di JI. Panduko Ponji, RT.001, RW.001, Kepenghuluan
Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sudah
berjalan 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenunhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil
Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (SOLIHIN Bin KARWAN) untuk menjatuhkan
talak satu raj’'i terhadap Termohon (NIA LESTARI Binti DAHRI);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir sendiri, dan Hakim telah memberikannasehat terkait
permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tak terpisahkandari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,
maka hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang,bahwa meskipunpermohonanPemohon dicabut,namun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,semua pasal dalam peraturanperundang-undangadan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
584/Pdt.G/2019/PA.Utj, dari Pemohon ;
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2. MemerintahkarPanitera untuk mencatatpencabutanperkara tersebut
dalam register perkara;

3. MemerintahkanPemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh H. Ahmad
Mus’id Yahya Qadir, Lc, M.H.l. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Tunggal tersebut dan dibantu oleh Emna, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp490.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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